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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR Db tAnUN 2011

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Muna Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipandang perlu untuk
diadakan peninjauan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Palak Air Tanah.

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Tingkat ll di Sulawesf (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun f 959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun f98f Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209):

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Ferundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004-
Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2A004 Nonror 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagainrana telah di ubah beberapa
kali terakhir derrgan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4tA4);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber DaF Atr (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 32, tambahan lembaran negara
Republik lndonesia Nomor 4377);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Penrerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia' N omor 4438);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5069);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45V&|;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah an antara Pemerintah., Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4T3T);
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11. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 2008 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor aSSg);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah d-an Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161);

{3. P.eraturan Pemerintah Nomor 9f Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
lemabaran Negara Republik lndonesia Nomor 5f7g)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan
Jenis Produk Hukum Daerah;

f5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
Daerah dan Berita Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20Qg tentang Tata Naskatr
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :

Nllenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AtR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupetan Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupetan Muna;
3. Bupatiadalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sefanjutnya dislngkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muna;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;
6. Kepqta Dlnas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;
7 - Pejabat adalah Pegawai diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lain;

. 9. Pajak Daerah yang seianjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang ter-utang oleh orarig pribedi atau badan ydrrg bersifarf rn€rnaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

10. PajakAirTanah adalah pajak atas pengambilan dary'atau pemanfaatan AirTanah;
ll.AirTanah adalah airyang terdapat dalam lapisan tanah atau lapisan batuan di

bawah permukaan tanah;

2006 tentang Prosedur

2006 tentang Lembaran
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12.Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah kegiatan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah termasuk didalamnya air sumur gali, air sumur
bor, aliran sungai bavyah tanah dan mata air;

13. Wajib Pejak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputipembayaran pajak, memotong
pajak dan mentungut paj.ak, yang mempunyal hak dan kewajiban peria;atian sesuii
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati pating lama 3 (t(7a) butan kafender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang;

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adatah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
fonnulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

16.Surat Ketetepan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dar/atau sanksi administratif berupa bunga dary'atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap Pengambilan dan/atau
Pernanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

(1) Objek Air Tanah adalah pengambilan daniatau pemanfaatan Air Tanah;
(2) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah Pengambilan dan/atau

Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat
melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan
Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF

DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan AirTanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah

yang dihitung dengan menrpertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faldor berikut :

a. Jenis sumber air;
b. Lokasisumber air;
c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. Voiume air yang diambildan/atau dimanfaatkan;
e. Kualitas air; dan
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dary'atau

pemanfaatan air.
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peratr:ran Bupati,
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Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal I
Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah pengambilan dan/atau
pernanfaatan Air Tanah.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, rnenyetor, dan melaporkan pajak yang terutang-

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

(1) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan;
(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati

dibayar dengan nrenggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa

karcis dan nota perhitungan.

Pasal 11

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 12

(1) Bupatidapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi admininistratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih
melaluiSTPD.



BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Fembayaran dan Penagihan

Pasal 13

(1) Bupati menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutdngnya pajak;

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan;

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pernbayaran palak diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

^"0"'"?:i;i;"'o'"n

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a" SKBPKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa indonesia dengan disertai
albsan-alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggaf surat, tanggaf pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), kecualijika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(f), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos
tercatat sebagaitanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

4_
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Pasal 16

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau Sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yeng terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang difetapkan oleh Kepa{a
Daerah;

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut;

(3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan dttambaft imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan;

(2\ lnrbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
peiunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen)
darijumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hai Wajib Pajak mengaiukan permohonan banding, sanksi administrative
berupa denda sebesar 50 o/o (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan;

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Waiib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 19

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalarn penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Kepala daerah dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratii berupa bunga, denda

dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib pajak atau bukan karena kesafahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SI(PDLB yang tidak bena[

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;

4
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e. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

t. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(3) Ketentuan tebih lanjut mengenaitata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

adrninistratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah-

BAB VIII
PET.IG EM BALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Keplta Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui

dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran pqak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak tersebut;
(5) Pengembaliarr kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama? (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)

bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen)
setiap bulan atas keterlarnbatan pembayaran kelebihan pembayaran paiak:

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabtla Wajib
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada aVat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang p1ak dan belurn melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. nnemperlihatkan darr/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasukitempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud padA ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahli
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan peru nd ang-u nda n g art pe rpajakan daerah;

(3) Dikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadllan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahliyang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atiau lnstansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan ketemngan, mempedihatkan buKi tertulis
dariatau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dart keterangan Walib PeieK
yang ada padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
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BAB XIII
PENYIOIKAN

Pasal 26

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubUngan dengan
tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti darf orang pribadi Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buKi pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
buktitersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. merriotref seseorang yang berkaitan derigan tindak pidana perpajak-an daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi:
i. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemberitahukan dimulainya
penyidikan dan nrenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengk ap atau melampirkan keterang aft yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2 (dua) tahun atau pidan adenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar..

Pasal 28

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tafrun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabup'bten Daerah
Tingkat fi Muna Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan d[ Raha
pada tangg;al Zt-6 - 2011

BUPATJ MUNA,

Jf,Nz
H. L.M. .o o1door*

Diundangkan di Raha
pada tanggal 1-/-(, ^ 2011

H. LA ORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 201 1

NOMOR :03

/_
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t.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR 03 TAHUN2O{l

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

PEltIEt-NiAt{ UUUU

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mampu mengurus dan mengatur
rumabtangganya sendjrj, maka pajak daerah merupakan salah satu sumber perrbiayaur dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Muna Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Perrnukaan sudah tidak relevan lagi d€rrgan
perkembangan pembangunan saat ini, maka perlu ditinjau dan disempurnakan kembali sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

lstilah-istilah yang dicerminkan dalam pasal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh
kesera$aman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga terhindar dari
kesalahpahaman dalam perrafsirannya.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (2)
Pengecualian ayat (2) huruf a dimaksudkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air dari
sumur gali, sumur bor, aliran sungai bawah tanah dan mata air secara langsung untuk
memenuhi kebutuhan sendfri yang nyata-nyata trdak dimanfaatkan secara komersil.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasaf 5
Nilai Ferolehan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut :

a. Jenis sumber air tanah dimaksudkan jenis air tanah yang bersumber dari sumur gali,
sumur bor, aliran sungai bawah tanah dan mata air;

b. Lokasi sumber air tanah dimaksudkan adalah lokasi dimana sumber air tanah
tersebut berada, apakah di kawasan pemukiman (perkotaan dan pedesaan) maupun
diluar kawasan pemukiman;

c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dimaksudkan adalah
pemanfaatan air tanah untuk keperluan Domestik (pendudul$, Municipaf
(perkotaan/pemukiman) dan lndustri;

d. Volume airtanah yang diambildar/atau dimanfaatkan dimaksr.rdkan adalah jumlah pengamhlilan
danlatau pmanfaatan air tanah yang dinyatakn dalam safuan kutilcasi atau deffi;

e. Cukup jelas;
f. Cukup jelas

Pasal 6
Besarnya tarif pajak air tanah ditetapkan 2O o/o (dua pulah persen) dari Nilai Perolehan
Air Tanah yang ditetapkan rnelalui Peraturan Bupati.

PasalT
Gukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasat 1O

Cukup jelas
Pasal 11

Cukupjelas

2.

/



Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
CukuP jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jetas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jefas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasat 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukupjelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal2T
Cukup jelas

Pasal 28
Cukupjelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAMN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR :O3
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